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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Penataan struktur pemerintahan desa sesuai karakteristik masing-

masing desa disesuaikan dengan adanya kualitas sumberdaya 

manusia yang ada di Desa Bulila. 

2. Kemampuan  accounting (accounting) perangkat desa dapat di 

simpulkan kurang siap hal ini karena kemampuan sumber daya para 

tim dalam hal yaitu aparatur Desa yang menjadi ujung tombak 

realisasi dan pelaksanaan dana desa tersebut pun rendah dalam hal 

kurangnya pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. 

3. Akuntabilitas  pelaporan keuangan senantiasa dilaporkan 

perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, 

terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan 

demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola dana desa 

tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan 

dan laporan akhir kegiatan 

4. Meningkatkan  kematangan dalam  melaksanakan  peraturan yang  

terkait  dengan pemerintahan desa sudah memenuhi regulasi dalam 

Peraturan Bupati Gorontalo nomor 41 Tahun 2009 Tentang 

Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa. 

5. Mempersiapkan  pembangunan desa  yang  cermat,  termasuk  di 

dalamnya  keseluruhan  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  dan 
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pengawasan pemerintah desa yang sudah selalu melibatkan 

masyarakat dalam pengelolaan dana desa serta pendistribusian dana 

desa yang sudah sangat transparan dengan selalu menginformasikan 

kepada masyarakat tentang anggaran yang dikeluarkan dalam 

perbaikan sarana prasarana. Terkait dengan pelaporan keuangan 

dana desa pelaksanaan ADD di desa bulila senantiasa dilaporkan 

perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh  pengelola tingkat desa, 

terutama perkembangan kegiatan fisik dan  penyerapan dana, dengan 

demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD 

tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan 

dan laporan akhir kegiatan 

6. Menyusun dan membenahi Sistem  Informasi Desa di desa Bulila 

terkait dengan pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan cukup 

siap, hal ini karena pemerintahan desa bulila sudah mempersiapkan 

segala hal yang terkait dengan perkembangan mulai dari bimbingan 

teknis terkait dengan penggunaan simda desa dan jaringan LAN yang 

ada didesa juga sudah sangat mendukung makanya bagi peneliti tidak 

ada alasan untuk mengatakan bahwa kesiapan sistem informasi 

sudah sangat siap.  

 

5.2. Saran 

Saran ataupun rekomendasi yang diajukan oleh peneliti terhadap 

kesiapan pengelolaan dana desa di Desa Bulila Kecamatan Telaga 

Kabupaten Gorontalo yaitu Sebaiknya dilakukan pengembangan terhadap 
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pemahaman aparatur desa di desa bulila terkait dengan pengelolaan dana 

desa sekaligus regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan dana desa yaitu permendes nomor 5 tahun 2015 

agar aparatur desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya bisa 

memahaminya. 
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